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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

akuntabilitas dan transparansi pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan 

Perikanan Tangkap terkait bantuan sarana perikanan. Informasi pengadaan kapal 

nelayan dengan cara bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola 

dana APBN yang diterimanya dalam bentuk pengadaan bantuan sarana perikanan. 

Kesesuaian terhadap peraturan yang ditetapkan oleh presiden yaitu PP No 16 Tahun 

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PP Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara serta penerapan akuntansi sebagai 

pengadaan yang dari awal pengadaannya diniatkan untuk diserahkan kepada 

masyarakat. Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk wawancara dan melakukan 

uji triangulasi hingga memperoleh kesimpulan mengenai akuntabilitas dan 

transparansi informasi pengadaan kapal nelayan pada Program Pengelolaan 

Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk akuntabilitas dan transparansi pengadaan kapal nelayan pada Program 

Pengelolaan Perikanan Tangkap disajikan dengan melalui tiga tahap diawali 

dengan proses penyusunan rencana anggaran hingga DIPA keluar. 

Pelaksanaan pengadaan yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, 

tahap serah terima dan langkah terakhir adalah monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

b.  Proses penyusunan rencana anggaran KKP telah sesuai dengan pedoman tata 

cara penyusunan rencana anggaran pada Buku Perencanaan dan 

Penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. 

c. Proses pengadaan kapal nelayan telah sesuai dengan peraturan tentang 

pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu PP No 16 Tahun 2018 

d. Proses pemilihan penyedia telah dilakukan oleh KKP sesuai dengan prosedur 

dan penetapan penyedia telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan, 

namun karena kualifiksi yang disampaikan penyedia tidak sesuai dengan 

yang sebenarnya seperti modal yang tidak cukup, SDM yang kurang 
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memadai, menyebabkan target pembangunan kapal bantuan masyarakat tidak 

dapat terselesaikan. 

e. Pencatatan akuntansi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan  

akun 526 sebagai belanja barang dan dicatat sebagai asset lancar pada akun 

persediaan di neraca pada laporan keuangan 

f. Tujuan bantuan sarana yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

belum sepenuhnya tercapai masih terdapat penerima yang menyalahkan 

pemanfaatan bantuan sarana perikanan 

g. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggambarkan akuntabel dan 

transparan dengan adanya pihak independen dalam pengawasannya serta 

keterbukaan informasi dengan adanya beberapa media publikasi website, 

youtube, dimana semua kegiatan dipublikasikan 

  

6.2  Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa hasil temuan masih terdapat kekurangan 

diantaranya:  

a. Terdapat informan yang dalam penjelasannya kurang detail, sehingga peneliti 

tidak bisa menggali informasi secara mendalam. 

b. Karena Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja dievaluasi kinerja oleh 

BPK sehingga informan hanya memberikan informasi yang benar-benar bisa 

dipublikasikan. 

 

6.3  Saran 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Saran Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian 

sebelumnya dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dan diharapkan 

dapat digunakan bagi pengembangan ilmu mengenai akuntabilitas dan 

transparansi pengadaan barang yang dari awal pengadaannya diniatkan untuk 

diserahkan kepada msayrakat sebagai bantuan pemerintah. 

 

UPN VETERAN JAKARTA



102 
 

b. Saran Praktis  

1.  Bagi Kementerian Kelautan dan Perikana  

a.  Disarankan agar tetap mempertahankan dan dikembangkan lagi mengenai 

akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku 

b. Meningkatkan sosialisasi pembinaan terhadap masyarakat nelayan yang 

masih awam dengan adanya pembaharuan peralatan perikanan dengan 

memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada di setiap daerah 

2.  Bagi Pihak Penyedia Pembangunan Kapal 

Mengedepankan integritas dalam pelayanannya kepada klien, seperti 

memberikan informasi perusahaan secara benar dan handal.  
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